

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI


2.1 Penelitian Sebelumnya
  Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat memberi referensi dalam menuli ataupun mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian yang menjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian :
1. Evaluasi Program Pembelajaran Model Blended Learning Pada Program Studi Pendidikan agama Islam di IAIN Parepare, penulis Padlia Mubakkirah, 2021.
Penelitian ini berfokus pada evaluasi program pembelajaran model blended learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan teori evaluasi yang digunakan sebagai ‘pisau analisis’ adalah menurut Mehren dan Leman.
2. Evaluasi Program Pengaduan Masyarakat Berbasis Elektronik Melalui Aplikasi SPAN (LAPOR) di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pulau Taliabu, penulis Moh. Asrul Salmin, 2022.
Penelitian ini berfokus pada evaluasi program pengaduan masyarakat berbasis elektronik dalam meningkatkan kemudahan masyarakat dalam melakukan pengaduan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pulau Taliabu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan teori evaluasi yang digunakan sebagai ‘pisau analisis’ adalah menurut Nugroho.
3. Evaluasi Program Smart City Dalam Aspek Pelayanan Bandung Command Center Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, penulis Moh. Asrul Salmin, 2022.
Penelitian ini berfokus pada evaluasi program smart city dalam aspek pelayanan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan teori evaluasi yang digunakan sebagai ‘pisau analisis’ adalah menurut William N. Dunn.
4. Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kota Cilegon Tahun 2018, penulis Jaka Permana, 2018.
Penelitian ini berfokus pada evaluasi program kartu identitas anak. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan teori evaluasi yang digunakan sebagai ‘pisau analisis’ adalah menurut Widodo.
5. Evaluasi Program Pelayanan Sosial Pemberian Gizi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Yayasan Sayap Ibu Bintaro, penulis Elita Novelianti, 2018.
Penelitian ini berfokus pada evaluasi program pelayanan sosial pemberian gizi untuk anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan teori evaluasi yang digunakan sebagai ‘pisau analisis’ adalah menurut Pietrzak.
Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis Dengan Penelitian terdahulu
	No.
	Judul, Nama Penulis, dan Tahun
	Persamaan dengan Penelitian Penulis
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis

	1.
	“Evaluasi Program Pembelajaran model blended learning Pada Program Studi Pendidikan agama Islam di IAIN Parepare”.
Padlia Mubakkirah (2021)

	1. Penelitian penulis dan penelitian yang terdahulu sama-sama meneliti Evaluasi Program.
2. Penelitian penulis dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif.
	1. Lokasi penelitian penulis di DPMPTSP, sedangkan penulis terdahulu di IAIN Parepare.
2. Penulis menggunakan teori  William N. Dunn Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan teori Mehren dan Leman.

	2.
	“Evaluasi Program Pengaduan Masyarakat Berbasis Elektronik Melalui Aplikasi SPAN (LAPOR) di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pulau Taliabu”.
Moh. Asrul Salmin (2022)
	1. Penelitian penulis dan penelitian yang terdahulu sama-sama meneliti Evaluasi Program Pengaduan Masyarakat.
2. Penelitian penulis dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

	1. Lokasi penelitian penulis di DPMPTSP, sedangkan penulis terdahulu di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pulau Taliabu.
2. Penulis menggunakan teori  William N. Dunn Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan teori Nugroho.

	3.
	“Evaluasi Program Smart City Dalam Aspek Pelayanan Bandung Command Center Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Theresia, Anita (2022)
	1. Penelitian penulis dan penelitian yang terdahulu sama-sama meneliti Evaluasi Program.
2. penelitian penulis dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif.
3. Sama-sama menggunakan teori William N. Dunn
	1. Lokasi penelitian penulis di DPMPTSP, sedangkan penulis terdahulu di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
2. Penulis meneliti tentang evaluasi program sistem layanan pengaduan masyarakat, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang evaluasi program smart city.



	4.
	“ Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kota Cilegon Tahun 2018”.
Jaka Permana (2018)
	1. Penelitian penulis dan penelitian yang terdahulu sama-sama meneliti Evaluasi Program.
2. Penelitian penulis dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

	1. Lokasi penelitian penulis di DPMPTSP, sedangkan penulis terdahulu di Kota Cilegon.
2. Penulis menggunakan teori  William N. Dunn Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan teori Widodo.


	[bookmark: _Hlk130652916]5.
	“  Evaluasi Program Pelayanan Sosial Pemberian Gizi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Yayasan Sayap Ibu Bintaro”.
Elita Noveliyanti (2018)
	1. Penelitian penulis dan penelitian terdahulu sama sama meneliti Evaluasi Program.
2. Penelitian penulis dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif
	1. Lokasi penelitian penulis di kota cirebon ,sedangkan penulis terdahulu di Yayasan Sayap Ibu Bintaro. 
2. Penulis menggunakan teori  William N. Dunn Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan teori Pietrzak.



Dari tabel di atas, nampak bahwa penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas mengenai evaluasi program sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis online. Pembaruan penulis dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu diantaranya lokasi maupun teori yang digunakan. Oleh karenanya, penelitian yang penulis lakukan ini bersifat orisinil.








2.2 Tinjauan Pustaka
   2.2.1 Kebijakan Publik
      2.2.1.1 Definisi Kebijakan Publik
Menurut Wibawa (2011:3) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik dari tingkat pusat maupun tingkat terendah atau badan/lembaga. Kebijakan publik senantiasa berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik, baik hubungannya secara positif/aktif (dikerahkannya sumber daya untuk suatu isu) maupun negatif/pasif (tidak dikerahkannya sumber daya untuk suatu isu, agar tersedia dan dapat digunakan untuk isu lainnya). Dari pandangan ini, Wibawa juga menegaskan bahwa negara dalam konteks ini bukan harus diidentikkan dengan wilayah yang luas seperti Indonesia. Namun yang patut ditekankan adalah wilayah yang memiliki pemerintahan yang didalamnya terjadi pengaturan untuk hidup bersama.
Wahyudi, dkk. (2008: 2) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan produk hukum yang berupa aturan-aturan mengenai pernyataan, himbauan atau ajakan yang dilakukan pemerintah terhadap warganya. Sehingga kebijakan publik akan memberikan implikasi dan dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi semua pihak yang tercakup. Lebih lanjut seperti yang dikutip dari Anderson, kebijakan publik memiliki beberapa implikasi. Pertama, Halam membicarakan kebijakan publik titik perhatian harus ber- rientasi pada maksud dan tujuan, bukan pada perilaku secara rampangan. Kedua, kebijakan publik merupakan pola tindakan yang dilakukan pemerintah, bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Ketiga, kebijakan publik sebenarnya merupakan apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang diinginkan. Keempat, dalam bentuknya kebijakan publik dapat bersifat positif atau negatif. Beberapa implikasi yang dipaparkan tersebut, kemudian lazim disebut dengan ciri-ciri kebijakan publik yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.
Santoso (2008: 29) mengatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik yang menjadi sumber satu-satunya adalah kepentingan/urusan publik. Sekalipun untuk menentukan kepentingan/ urusan publik yang mana dan bagaimana ini tidak mudah, namun keharusan memilih untuk memprioritaskan salah satunya adalah hal yang wajib dilakukan. Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak mudahnya menentukan kepentingan publik yang harus diprioritaskan adalah:
1. Dilihat dari administrasi pemerintahan yang luas dan liputan kebijakan publik yang beranekaragam. Karena kebijakan publik. dapat berada dan bergerak mulai dari pemerintah pusat hingga pada tingkat desa, bahkan lingkup kebijakan publik menurut Wibawa (2011:3) hingga pada tingkatan RT.
2. Berbagai jenis isi kebijakan publik, mulai dari soal hubungan luar negeri sampai soal penempatan seorang pejabat, mulai dari soal transmigrasi hingga pada persoalan pedagang kaki lima. Dengan kata lain bahwa isi kebijakan publik memang beraneka- ragam jenisnya yang meliputi segala tindak-tanduk warga dalam suatu negara.
3. Tidak mudahnya menentukan kepentingan publik juga karena proses perumusannya yang tidak hanya berbicara apa yang dilakukan pemerintah, melainkan juga apa yang tidak dilakukan pemerintah.
Sehingga berdasarkan beberapa alasan tersebut, pengantar (alasan yang melatarbelakangi) kebijakan publik sangatlah beragam dan tidak harus merupakan kumpulan yang terorganisir. Pada beberapa kasus ada pihak-pihak yang tiba-tiba dapat memunculkan dan ikut dalam proses kebijakan publik, semisal pendapat publik, media massa, kelompok elit, kelompok-kelompok penekan, partai politik para birokrat, anggota DPR dan anggota lembaga-lembaga peradilan.
Pandangan mengenai kebijakan publik dari beberapa ahli tersebut mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan produk hukum yang berupa aturan-aturan, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk ucapan lisan mengenal pernyataan, himbauan, inovasi, serta ajakan yang dilakukan pemerintah sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang perlu dipecahkan, dikurangi dan dicegah agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Pengertian ini mengandung sifat positif dan negatif dari kebijakan publik, artinya bahwa tindakan pemerintah untuk terlibat dalam suatu permasalahan adalah bersifat positif. Sebaliknya bersifat negatif apabila pemerintah memilih tidak terlibat sama sekali dalam suatu permasalahan tersebut. Sehingga pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho tersebut, bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah.   
  2.2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik
Menurut Wahab (2012:20-24) kebijakan publik pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang memiliki ciri khas tersendiri, dalam arti kata bahwa kebijakan publik memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus ini mendasarkan pada kenyataan yang terjadi bahwa kebijakan publik lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang memiliki otoritas (public outhorities) dalam sistem politik. Sistem politik tersebut bukan hanya pada konteks masyarakat modern yang sudah tertata, seperti para eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain jenisnya, namun juga pada masyarakat tradisional, seperti ketua adat atau ketua suku. Mereka semua itulah yang kemudian dianggap terlibat langsung dalam urusan-urusan politik dari sistem politik yang ada, dan dianggap memiliki kapasitas serta bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tersebut.
Melihat posisi strategis dalam sistem politik tersebut, dengan sendirinya mereka dianggap berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu atas nama sistem politik yang ada. Selama tindakan-tindakan tersebut dalam batas normal dan masih dalam bingkai peran serta kewenangannya. Mengutip dari apa yang disampaikan Gerston (2002), Wahab menyampaikan bahwa dalam negara-negara demokrasi konstitusional, oknum-oknum yang berhak mengambil tindakan-tindakan tertentu atas nama sistem politik tersebut, kebanyakan adalah pejabat-pejabat yang dipilih (elected officials). Dalam konteks ini baik yang menempati posisi di lembaga-lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Sehingga kebijakan publik sejatinya memang dibuat oleh mereka yang dianggap memiliki kapasitas, kualitas serta elektabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kendati demikian, dalam sistem politik modern pejabat-pejabat yang berhak membuat kebijakan publik bukan hanya yang dipilih, namun juga ada yang diangkat (appointed).
Oleh karenanya paparan di atas memberikan implikasi terhadap kebijakan publik yang membedakan dari kebijakan lain sejenisnya. Sehingga kebijakan publik dengan sendirinya memiliki khas atau ciri-ciri sebagai berikut:
1. Kebijakan publik merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu. Bukan hanya sekedar aktivitas atau perilaku menyimpang dan serba acak (at random), asal-asalan dan serba kebetulan. Sehingga segala bentuk kebijakan baik dalam bidang pembangunan, sosial politik, hukum, ekonomi dan sebagainya, merupakan aktivitas atau tindakan yang sudah direncanakan (by planed).
2.  Kebijakan publik merupakan aktivitas yang memiliki pola dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang memiliki arah dan tujuan yang jelas, dilakukan oleh pejabat-pejabat negara atau pemerintah. Kebijakan publik bukan keputusan yang berdiri sendiri serta keputusan individu-individu saja.
3.  Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, bukan hanya apa yang diinginkannya. Sehingga harus ada aksi nyata dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi. Kebijakan publik tidak cukup hanya dengan kata- kata "seharusnya begini dan begitu" melainkan harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
4.  Kebijakan publik dapat berbentuk positif, dapat pula berbentuk negatif. Dalam kebijakan publik yang berbentuk positif, pemerintah akan mengambil peran dalam tindakan-tindakan tertentu guna menyelesaikan suatu masalah yang ada. Sedangkan kebijakan publik yang berbentuk negatif, pemerintah mengambil keputusan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap suatu masalah, yang sebenarnya membutuhkan campur tangan pemerintah. Wahyudi, dkk. (2008:3) menggunakan istilah bersifat positif dan negatif, bukan menggunakan istilah bentuk. Kedua istilah tersebut memiliki tujuan dan arah yang sama, yakni menjelaskan tentang kebijakan publik dalam implementasinya kepada masyarakat. Hanya saja istilah bentuk lebih kepada pendekatan wujud dari kebijakan publik, sedangkan istilah sifat lebih kepada pendekatan karakteristiknya.
Dari paparan mengenai ciri-ciri yang disampaikan di atas, tentu dapat memberikan gambaran bagaimana mengidentifikasi kebijakan publik serta membedakannya dengan kebijakan yang lain. Keempat ciri tersebut merupakan suatu susunan yang harus terpenuhi dalam kebijakan publik, artinya tidak bisa kebijakan publik hanya mendasarkan pada salah satu atau hanya sebagian ciri-ciri diatas. 

2.2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Seperti dikutip Surbakti (2010: 28-29) dari pendapat Ripley, menyatakan bahwa secara umum faktor-faktor yang memengaruhi proses kebijakan publik ada empat, di antaranya adalah lingkungan empat kebijakan publik dibuat, anggapan dan gambaran pembuat kebijakan publik terhadap lingkungan, aktivitas pemerintah perihal kebijakan publik dan aktivitas masyarakat perihal kebijakan publik. Selain keempat faktor tersebut, terdapat subfaktor yang juga dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik.
Lingkungan tempat kebijakan publik dibuat digolongkan dalam tiga bagian, yaitu lingkungan umum di luar pemerintahan, lingkungan di dalam pemerintahan, dan lingkungan khusus dari kebijakan publik tertentu. Lingkungan umum di luar pemerintahan merupakan pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, sistem kepercayaan dan nilai-nilai, seperti pola pengangguran, pola urbanisasi, pola partisipasi politik dan sebagainya. Lingkungan di dalam pemerintah merupakan lingkungan internal yang menitik beratkan pada struktural, semisal karakteristik birokrasi, karakteristik personil departemen-departemen, karakteristik komisi dan anggota badan perwakilan rakyat. Sedangkan lingkungan khusus dari kebijakan publik tertentu adalah bahwa kebijakan publik yang akan dibuat sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan publik yang sebelumnya mengenai permasalahan yang sama atau yang berhubungan.

Kebijakan publik juga dipengaruhi oleh anggapan dan gambaran pembuat kebijakan publik terhadap lingkungan. Apabila anggapan dan penggambaran terhadap lingkungan yang ada itu benar, maka kebijakan publik yang akan dibuat menjadi valid dan tepat sasaran. Sebaliknya jika anggapan dan penggambarannya terhadap lingkungan tidak akurat dan tidak valid, maka kebijakan publik akan menjadi asal-asalan. Anggapan dan penggambaran ini hakekatnya bukan hanya pada persoalan lingkungan, namun juga terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berkenaan dengan kebijakan publik tersebut. Karena mereka yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik akan bertindak sesuai dengan anggapan dan penggambarannya sendiri. Sehingga semakinbagus penguasaan informasi mengenai lingkungan yang diketahui, maka semakin bagus output kebijakan publik yang dihasilkan.
Selanjutnya kebijakan publik sebagai aktivitas pemerintah, dikarenakan kebijakan publik merupakan interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam lingkup tertentu guna menyusun suatu kebijakan umum. Dengan interaksi tersebut, pemerintah dapat mengambil suatu gambaran mengenai apa yang menjadi permasalahan di masyarakat dan harus segera dipecahkan. Sehingga kebi- jakan yang dibuat, benar-benar bersumber dari urusan masyarakat (umum) dan tepat sasaran. Aktivitas pemerintah perihal kebijakan publik ini meliputi dua hal penting. Pertama, sejumlah aktivitas dan proses yang mengasilkan suatu rumusan kebijakan (pernyataan tentang tujuan yang hendak dicapai), baik berkenaan dengan internal pemerintah itu sendiri, maupun berkenaan dengan masyarakat secara umum. Kedua, implementasi kebijakan yang mencakup penyediaan sumber daya yang dibutuhkan, membuat aturan dan petunjuk pelaksanaan, rencana kegiatan, pengorganisasian, serta memberikan pelayanan dan kemanfaatan.
Selain itu, proses kebijakan publik dipengaruhi juga oleh aktivitas masyarakat. Artinya kebijakan yang dibuat pemerintah sedikit. banyak akan mendasarkan pada aktivitas masyarakat dalam sektor tententu. Baik aktivitas masyarakat sebagai respons atau dampak dari kebijakan bersangkutan yang sebelumnya dibuat atau aktivitas masyarakat sebagai efek dari suatu permasalahan yang ada. Aktivitas masyarakat perihal kebijakan ini juga mencakup dua hal. Pertama adalah hasil dari kebijakan yang dibuat dalam arti kata dampak kebijakan terhadap masyarakat dan kenapa berdampak demikian. Sedangkan kedua adalah kemanfaatan kebijakan, dalam arti kata setelah hasil dari kebijakan dapat terlihat, selanjutnya siapa yang menikmati manfaat dari kebijakan tersebut.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas pemerintah perihal kebijakan dengan aktivitas masyarakat perihal kebijakan saling memengaruhi antara satu sama lain. Apa yang dilakukan pemerintah dalam proses kebijakan turut ditentukan oleh apa yang dilakukan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, apa yang dilakukan masyarakat dalam perihal kebijakan yang telah ada turut menentukan apa yang dilakukan pemerintah untuk proses kebijakan selanjutnya. Mengenai saling memengaruhi antara kedua faktor tersebut, semisal apa yang dilakukan pemerintah dalam pemilihan umum turut ditentukan oleh apa yang dilakukan masyarakat dalam hal tersebut. Demikian pula berlaku sebaliknya, apa yang dilakukan masyarakat dalam pemilihan umum turut ditentukan oleh apa yang dilakukan pemerintah dalam hal tersebut.
Tingginya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan merupakan indikator kebijakan yang dihasilkan adalah berkualitas. Sinambela, dkk. (2010) mengatakan interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam konteks kebijakan merupakan kebenaran suatu kebijakan dan menjadi sarana utama kebijakan yang siap digunakan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, semakin berkualitas pula kebijakan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, maka semakin rendah pula kualitas dari suatu kebijakan tersebut.
2.2.1.4 Model-model Kebijakan Publik
Hubungannya dengan kebijakan publik, bahwa model merupakan deskripsi sederhana mengenai aspek-aspek penting yang dipilih dari suatu permasalahan yang ada dan disusun sebagai upaya meniru, menjelaskan, meramalkan, mencoba, dan menguji hipotesis kebijakan publik untuk tujuan tertentu. Sinambela, dkk. (2010: 41-42) memaparkan terdapat beberapa model kebijakan yang dapat digunakan dalam formulasi dan penentuan kebijakan, di antaranya:
1. Model Deskriptif 
Model ini digunakan untuk memperkirakan dan menjelaskan sebab dan akibat dari pilihan kebijakan mengenai suatu masalah tertentu. Dalam arti kata, model ini berfungsi untuk memonitoring aksi atau implementasi serta dampak yang muncul dari suatu kebijakan.
      2.  Model Normatif
Model ini selain bertujuan memberikan perkiraan (prediksi) dan pemaparan tentang sebab-akibat dari suatu kebijakan, juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mencapai beberapa utilitas atau nilai secara maksimal. Beberapa model normatif yang sering digunakan, di antaranya adalah: 1) model antri, untuk menentukan kapasitas pelayanan secara maksimal, 2) model peng- gantian, untuk pengaturan waktu dan pelayanan secara maksimal, 3) model inventaris, untuk pengaturan volume dan waktu secara maksimal, dan 4) model biaya, manfaat untuk mengatur perlunya keuntungan secara maksimal pada investasi publik. 
      3.   Model verbal
Model ini bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, sekalipun bukan argumen nilai-nilai angka yang pasti. Sehingga model ini sangat mudah dikomunikasikan serta dengan biaya yang murah melalui debat publik. Dalam memberikan prediksi dan rekomendasi, model ini sulit dikoreksi secara kritis dan komprehensif karena masalah yang digunakan bersifat implisit dan tersembunyi. Model verbal ini diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, dan pada dasamya merupakan ekspresi dari beberapa model kebijakan, yaitu model verbal, simbol, dan prosedural.
       4.  Model Simbolis
Model ini sulit dikomunikasikan ke publik karena menggunakan simbol-simbol statistik, matematik, dan logika. Bahkan para ahli sering terjadi kesalahpahaman mengenai elemen-elemen dasar suatu kebijakan dari model ini. Sekalipun model ini memerlukan biaya yang tidak banyak, namun kelemahan model ini memang terletak pada interpretasi hasil yang dinilai sulit, bahkan kesalahpahaman antar spesialis seringkali terjadi karena keterbatasan asumsi yang dimiliki.
       5.  Model Prosedural
Model ini memperlihatkan hubungan yang dinamis antar variabel-variabel yang menjadi ciri suatu kebijakan. Model ini menyimulasikan dan meneliti secara terperinci hubungan-hubungan yang ada, sehingga prediksi dan solusi terhadap suatu permasalahan diperoleh dengan maksimal. Dengan alur tersebut, biaya model prosedural relatif lebih tinggi dari pada model verbal dan model simbolis.
2.2.2 Evaluasi
    2.2.2.1 Definisi Evaluasi
Menurut pengertian bahasa, Echols dan Shadly ( dalam Thoha, 2003:1) mengemukakan bahwa “kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran.” Menurut pengertian istilah, Thoha (2003:1 ) mengatakan bahwa “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.” Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2005:1) berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai.” Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015: 1), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Hal tersebut selaras dengan Wirawan (2011:8-9), yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi. 
Menurut Edwin Wand dan Gerald W. Brow dalam bukunya Essensial of Educational of Education mengemukakan bahwa: Evaluation refer to act or process to determining the vulue the something. “Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana dalam hal apa dan bagaimana tujuan mudah tercapai. Evaluation is process whice determines the extent to which objectives have been achieved. Artinya “Evaluasi adalah proses yang menentukan kondisi dimana tujuan telah mudah tercapai”. Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempmelakukan suatu penelitian. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan nilai atau harga tentang sesuatu, termasuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produk, prosedur, serta alternatif strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut memberikan gambaran tentang evaluasi. 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut sehubungan dengan penelitian ini, mengartikan penelitian evaluasi adalah suatu usaha untuk mengetahui kinerja suatu program kegiatan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang  Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan. Sementara Stufflebeam mengungkapkan pula bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusana hubungannya dengan sistem pencapaian tujuan program kegiatan tersebut. 
Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Sependapat dengan Wirawan, evaluasi program dapat pula didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Adapun pendapat lainnya menegaskan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi secara sistematis tentang bagaimana program tersebut berjalan, tentang dampak yang mungkin terjadi atau menjawab pertanyaanpertanyaan yang diminati. Evaluasi program adalah proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan, kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. 
2.2.2.2 Jenis Evaluasi
Pietrzak, et. all (1990: 21) mengemukakan 3 jenis evaluasi, yaitu evaluasi input (inputs evaluation), evaluasi proses (process evaluation), dan evaluasi dampak (outcomes evaluation).  Ketiga jenis evaluasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:
Evaluasi input (inputs evaluation) memfokuskan pada berbagai unsur yang masuk dalam pelaksanaan suatu program.  Pietrzak, et. all (1990: 46-47) menjelaskan ada 3 unsur utama yang terkait dengan evaluasi input, yaitu klien, staf dan program.  Unsur klien meliputi karakteristik demografi klien, seperti susunan keluarga dan berapa anggota keluarga yang ditanggung. Unsur staf meliputi aspek demografi staf, seperti latar belakang pendidikan, dan pengalaman staf.  Sedangkan unsur program meliputi aspek tertentu seperti lama waktu layanan yang diberikan, dan sumber-sumber rujukan yang tersedia.  
Evaluasi proses (process evaluation), menurut Pietrzak, et. all (1990: 111-116), memfokuskan diri pada penilaian dinamika internal dan pengoperasian program.  Dalam evaluasi ini yang dinilai adalah perjalanan operasi lembaga dan kualitas layanan yang diberikan.  Evaluasi ini berusaha menganalisa dan menilai keseluruhan proses berdasarkan kriteria yang relevan, seperti standar praktik terbaik, tujuan proses dan kepuasan klien.
Evaluasi dampak (outcomes evaluation) diarahkan pada evaluasi keseluruhan dampak (overall impact) dari suatu program terhadap penerima layanan (recipients). 
2.2.2.3 Fungsi Evaluasi
Evaluasi dapat mempunyai dua kegunaan, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif, evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (Program, orang, produk, dsb.) Fungsi Sumatif digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi Evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari pihak yang terlibat.  Micahel Scriven mengemukakan bahwa secara garis besar fungsi penelitian evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yakni: Evaluasi Formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membentuk (to form) dan memodifikasi program kegiatan. Jika pada pertengahan kegiatan sudah diketahui hal-hal apa yang negatif dan para pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap tentang kegiatan yang sedang berlangsung maka terjadinya pemborosan yang mungkin akan terjadi dapat dicegah. Evaluasi Sumatif dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu suatu program memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Penilaian sumatif bermanfaat datanya bagi para pendidik yang akan mengadopsi program yang dievaluasi berkenaan dengan hasil, program dan prosedur.
2.2.2.4 Model-model Evaluasi
				Terdapat beberapa model evaluasi sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program, yaitu:
1. Model Evaluasi CIPP
Model CIPP merupakan singkatan (akronim) dari context evaluation, input evaluastion, process evaluation, dan product evaluation yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan kawan-kawannya pada tahun1968 di Ohio State Univercity dan berorientasi pada pengambilan keputusan. Context evaluation to serve planning decision. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Evaluasi konteks memberikan gambaran terhadap latar belakang program yang dievaluasi, mengukur kebutuhan program, menentukan, tujuan, menentukan sasaran program yang akan dicapai. Evaluasi konteks meliputi :
a. Analisis masalah/kebutuhan, Analisis ini berhubungan dengan lingkungan, dengan cara merumuskan antara kesenjangan kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. 
b. Menggambarkan secara jelas dan terperinci tujuan program yang akan dicapai dengan cara memperkecil kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang diharapkan. 
Dapat disimpulkan bahwa evaluasi konteks merupakan evaluasi terhadap kebutuhan-kebutuhan, tujuan pemenuhan kebutuhan serta karakteristik individu yang melaksanakan evaluasi. Input evaluation, structuring decision. Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Evaluasi ini dipergunakan untuk mengetahui prosedur kerja dalam pencapainnya. Evaluasi ini sering dipergunakan dalam pelaksanaan program, dengan cara mengadakan penjadwalan dan prosedur pelaksanaannya. Process evaluation, to serve implementing decision. Evaluasi proses dapat menolong dalam melaksanakan implementasi keputusan.  Evaluasi proses digunakan untuk menolong dalam memyampaikan dan menyiapkan informasi balikan sehubungan dalam mengimplementasi keputusan, seberapa besar rencana-rencana atau tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan prosedur dan penjadwalan yang ditetapkan. Product evaluation, to serve recycling decision. Evaluasi produk digunakan untuk menolong keputusan selanjutnya. Evaluasi produk terdiri atas penentuan dan penilaian dampak umum dan khusus suatu program, mengukur dampak yang terantisipasi, mengidentifikasikasi dampak yang tak terantisipasi, memperkirakan kebaikan program serta mengukur efektifitas program. Jenis evaluasi produk digunakan untuk:
a. Membantu keputusan berikutnya, sejauh mana hasil yang telah dicapai dan program apa yang akan dilakukan setelah kegiatan terlaksana. 
b. Mengukur berhasil tidaknya pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model evaluasi untuk mengambil keputusan merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan suatu program dengan menggunakan model evaluasi CIPP yaitu konteks, input, proses dan produk. 
2.    Model Evaluasi UCLA 
Model evaluasi UCLA kerangka kerjanya hampir sama dengan model evaluasi CIPP. Alkin mendefinisikan Model UCLA sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dan memilih beberapa alternatif. Lima macam evaluasi menurut Alkin yaitu: system assesment, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem. System assesment berfungsi memberikan informasi mengenai keadaan atau profil program. Program planning, membantu pilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Program Improvement, digunakan untuk memberi informasi cara program tersebut dapat dimanfaatkan dan seperti apa program dapat dilaksanakan. Program certification, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.
Stake menitikberatkan terhadap dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu diskripsi (description) dan pertimbangan (judgement), serta membagi tiga tahap dalam program pendidikan yaitu: antecedents (input), transaction (process) dan Outcomes (output). Pada tahapan pendahuluan (antecedents) berhubungan dengan kondisi yang terlebih dahulu ada sampai pada saat dilakukan instruksi yang dihubungkan dengan hasil yang dicapai. 
Tahap transaksi (transactions) berhubungan dengan proses dilakukannya instruksi dan hasil yang diperoleh adalah berdasarkan pengaruh dari proses tersebut. Tahap outcomes berhubungan dengan hasil yang dicapai setelah program diimplementasikan serta untuk mendapatkan langkah kerja selanjutnya.  

Penekanan umum atau hal yang penting dalam model ini ialah bahwa elevator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgement atau menilai. Dalam  model ini, antecedent, transaction dan outcomes data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut, untuk menilai manfaat program.
2.2.3 Evaluasi Kebijakan Publik
   2.2.3.1 Definisi Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi merupakan salah satu tahap penting yang harus dilakukan dalam proses kebijakan publik apapun. Seperti pada penjelasan sebelumnya, evaluasi merupakan bentuk pemberian nilai terhadap kebijakan publik, baik secara keseluruhan atau hanya memberikan penilaian secara sepotong-sepotong (hanya bagian-bagian tertentu) dengan maksud memperbaiki kebijakan publik selanjutnya. 
Pandangan lain disampaikan oleh William N. Dunn (1999), bahwa evaluasi kebijakan publik diartikan sebagai produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan publik. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dianggap memberikan nilai atau manfaat bagi penyelesaian suatu masalah, maka sekaligus akan memberikan sumbangan pada evaluator atau pengguna lainnya untuk membuat kebijakan publik selanjutnya. Pandangan selanjutnya mengenai evaluasi kebijakan publik diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengetahui kebenaran, kekeliruan, dan kesalahan dari sebagian atau keseluruhan proses kebijakan publik yang diterapkan. Untuk mengetahui kebenaran, kekeliruan, dan kesalahan harus menggunakan standar-standar atau ukuran-ukuran yang andal dan rasional, sehingga hasil evaluasi proses kebijakan publik tersebut tidak mengandung keraguan dan dapat diterima semua pihak yang berkepentingan. 
Pandangan ini mengemukakan bahwa dalam kebijakan publik banyak hal yang perlu di evaluasi karena memang faktor-faktor di dalamnya yang sangat kompleks. 
       Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Secara umum Dunn menggambarkan indikator dalam mengukur evalusi kebijakan publik sebagai berikut:
1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
2. Efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan mengunakan kemungkinan kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek- pendeknya, didalam keadaan yang nyata (sepanjang keadaan itu bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu.
3. Kecukupan adalah masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
4. Perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien,  dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.
5. Responsivitas perataan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu .
6. Ketepatan adalah keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.
Berbagai argumentasi mengenai definisi evaluasi yang diajukan beberapa ahli tersebut, menunjukkan betapa kompleksnya persoalan dalam kebijakan publik yang harus di evaluasi. Namun demikian, pendapat penulis tetap mengarah pada satu titik yang disebut pemberian penilaian terhadap proses kebijakan publik secara keseluruhan, kendatipun dalam pelaksanaannya seringkali dilakukan secara segmen persegmen seperti yang disampaikan William N. Dunn. Dengan kata lain bahwa penilaian secara keseluruhan apabila kebijakan publik akan di evaluasi mulai dari penentuan ide/gagasan, teori, ataupun paradigma yang mendasari kebijakan publik tersebut, hingga pada hasil akhir apakah kebijakan tersebut akan diteruskan dengan perbaikan-perbaikan atau dihentikan. Dapat juga evaluasi dilakukan secara persegmen, semisal berfokus pada hasil akhir kebijakan publik yang diterapkan. Namun demikian, evaluasi yang dilakukan persegmen tersebut tetap akan mengupas keseluruhan dari kebijakan publik, mengingat bahwa hasil tidak kemudian serta merta ada, melainkan dimulai dari berbagai aktivitas sebelumnya.
Dalam konteks pemberian penilaian terhadap proses kebijakan publik seperti dipaparkan di atas, merupakan suatu upaya untuk mengetahui kebenaran, kekeliruan, serta untuk mengetahui kesalahan dalam keseluruhan proses kebijakan publik tersebut. Sehingga titik akhir perjalanan dari suatu kebijakan publik adalah tahap evaluasi, yang menghasilkan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan acuan, referensi, atau bahan pertimbangan pihak-pihak pembuat kebijakan publik atau pihak- pihak yang berkepentingan untuk mengambil tindakan berikutnya, apakah suatu kebijakan publik yang ada akan dilanjutkan, diperbaiki kemudian diteruskan kembali, dihentikan karena tidak efektif, atau bahkan diganti dengan kebijakan publik yang baru.

2.2.3.2 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik
Agustino (2014: 88) mengemukakan ada tiga fungsi evaluasi kebijakan publik, diantaranya adalah:
1. Evaluasi harus dapat memberikan informasi akurat dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan publik, meliputi:
a) seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan, program, proyek, atau kegiatan yang dilaksanakan. Dalam artian bahwa evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan kebijakan publik telah dicapai.
b) seberapa efektif, responsif, akuntabel, dan adil tindakan yang ditempuh oleh lembaga pelaksana (implementing agencies) kebijakan publik. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan publik juga harus memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, Karena jangan sampai sasaran dan tujuan kebijakan publik tercapai, namun melanggar perikehidupan warga negara sebagai kelompok sasaran kebijakan publik tersebut.
c) bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan publik tersebut. Dalam hal ini, pihak-pihak yang melakukan evaluasi harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa (Agustino, 2009: 190) out- put merupakan keluaran kebijakan publik yang biasanya berbentuk barang benda, seperti konstruksi jalan, bantuan operasional sekolah, dan sebagainya. Sedangkan outcome merupakan keluaran kebijakan publik yang biasanya berupa dampak pengaruh kebijakan publik setelah diberlakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
2.  Pemilihan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target tersebut, tidak boleh didasari oleh kepentingan-kepentingan hanya satu kelompok tertentu. Karena segala hal yang berkenaan dengan kebijakan publik, haruslah berangkat dari kepentingan publik, dan untuk memberikan kebaikan bagi publik pula. Oleh karena itu, pemilihan nilai-nilai yang mendasari target dan tujuan tadi perlu diperjelas dengan mendefinisikan (memberi batasan-batasan) secara pasti serta bagaimana mengoperasionalkannya untuk dapat mencapai tujuan secara maksimal. Kepastian nilai-nilai yang perlu diperjelas meliputi kepantasan tujuan dan target hubungannya dengan masalah-masalah yang hendak diselesaikan, dengan mempertanyakan berbagai alternatif nilai yang pernah dikemukakan, maupun landasan-landasan dalam berbagai bentuk rasionalitas.
3. Evaluasi berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan publik lainnya, termasuk pada perumusan masalah maupun rekomendasi kebijakan publik selanjutnya. Evaluasi yang memberikan informasi mengenai tidak memadainya kinerja kebijakan publik setelah dilaksanakan, memberi sumbangan pada reformulasi masalah dengan menunjukkan tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat memberi sumbangan alternatif kebijakan publik lain, baik dengan mengganti atau merevisi dengan lebih baik.
Sementara itu Anggara (2016: 276) mengemukakan terdapat empat fungsi evaluasi dari suatu kebijakan publik, di antaranya adalah:
      1. 	Memberikan eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan dengan pelaksanaan kebijakan publik/program. Eksplanasi merupakan penjelasan mengenai proses mengapa dan bagaimana suatu kebijakan publik/program hubungannya dengan fenomena alam ataupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dalam studi evaluasi perlu dilakukan penelitian/kajian mengenai hubungan kausalitas/ hubungan sebab-akibat.
2. Mengukur kepatuhan, dalam arti kata mampu melihat kese- suaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Melakukan audit untuk melihat keluaran (output) kebijakan publik sampai pada sasaran yang dituju, ada tidaknya kebocoran dan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran, serta ada tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program.
4. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan publik. Semisal, seberapa jauh program yang  dimaksud meningkatkan pendapat masyarakat, dan sejauh mana kesesuaian antara dampak yang ditimbulkan dengan dampak yang diharapkan.
Paparan mengenai fungsi-fungsi evaluasi kebijakan publik tersebut tidak akan pernah memberikan nilai manfaat, apabila hasil-hasil dari kegiatan evaluasi diabaikan, khususnya bagi pelaku evaluasi itu sendiri untuk melakukan tindakan lanjutan untuk perbaikan, revisi, atau mengganti kebijakan publik dengan yang baru. Hasil-hasil dari evaluasi yang dilakukan sejatinya harus dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan demi perbaikan ke depannya. Oleh sebab itu, segala faktor yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya misfunction harus diidentifikasi dengan baik, sehingga dapat dihindari.
 2.2.3.3 Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik
Tujuan evaluasi tentunya harus jelas dan bersifat penting, sehingga aktivitas evaluasi dapat terarah dan terhindar dari kesia-siaan. Oleh karenanya, tujuan evaluasi harus dapat mempertegas mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang semestinya tidak dilakukan. Demikian pula pada evaluasi kebijakan publik, maka tujuan harus dapat dijelaskan secara baik, sehingga dapat dipahami oleh tenaga yang terlibat di dalamnya. Keberadaan tujuan memberi tahu apa yang harus dikerjakan oleh pelaku evaluator dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Sehingga dengan kata lain, tujuan yang baik dan jelas merupakan sumber motivasi utama bagi pelaku evaluator kebijakan publik. 
Anggara (2016:275) mengetengahkan tujuan-tujuan evaluasi terhadap kebijakan publik dilakukan, antara lain adalah:
1. Mengukur dampak suatu kebijakan publik/program pada kehidupan masyarakat sehari-hari dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan publik tersebut diterapkan. Berbicara mengenai ukuran, tentunya erat kaitannya dengan metodologi penelitian agar hasil yang didapatkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pembandingan dampak dan tujuan mengharuskan adanya kriteria atau indikator, sehingga keduanya dapat dikomparasikan.
2.  Memperoleh informasi yang valid mengenai kinerja (hasil) implementasi suatu kebijakan publik serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana.
3.	Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi.
4.  Memberi rekomendasi pada pembuat kebijakan publik untuk formulasi keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung. jawaban terhadap publik/memenuhi akuntabilitas publik.
Seperti argumentasi awal bahwa tujuan evaluasi harus jelas dan dipahami oleh tenaga pelaku evaluasi dengan baik, karena berdasarkan asumsi bahwa penetapan tujuan (termasuk tujuan evaluasi kebijakan publik) bukan suatu yang mudah. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penetapan tujuan evaluasi, akan memberikan dampak pada hasil yang tidak baik. Sehingga menyebabkan terabaikannya atau tidak dimanfaatkannya hasil evaluasi baik oleh pihak evaluator sendiri atau oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil evaluasi kebijakan publik tersebut. Salah satu penyebab biasnya tujuan dalam evaluasi kebijakan publik adalah banyaknya prioritas yang akan dievaluasi. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara beban kerja atau hal-hal yang menjadi tujuan evaluasi dengan waktu yang disediakan. Apabila kondisi ini yang terjadi, akan memungkinkan evaluasi dilakukan dengan dasar yang penting selesai, bukan pada substansi yang seharusnya didapatkan. Kendati pada paparan sebelumnya juga dikatakan bahwa konteks cakupan evaluasi kebijakan publik meliputi keseluruhan dari prosesnya, namun harus tersegmentasi dengan baik. Sehingga upaya memfokuskan pada hal-hal penting yang seharusnya diprioritaskan sebagai tujuan, tidak menjadi sulit.

2.3 Kerangka pemikiran
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang lebih didentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah evaluasi program sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis online dapat di pahami sebagai sistem lembaga yang di lakukan melalui online, melalui Google form supaya dapat mepermudah masyarakat, evaluasi program pengaduan masyarakat berbasis online, dan Google form di era globalisasi untuk mengenali penerapan evaluasi program sistem layanan pengaduan masyarakat dengan pendekatan teori Dunn, maka penelitian menggunakan berbasis indikator dengan bukti langsung, kendala, daya tanggap.

2.3.1 Evaluasi Kebijakan Publik
Menurut William N. Dunn (2018), bahwa evaluasi kebijakan publik diartikan sebagai produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan publik. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dianggap memberikan nilai atau manfaat bagi penyelesaian suatu masalah, maka sekaligus akan memberikan sumbangan pada evaluator atau pengguna lainnya untuk membuat kebijakan publik selanjutnya. Pandangan selanjutnya mengenai evaluasi kebijakan publik diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengetahui kebenaran, kekeliruan, dan kesalahan dari sebagian atau keseluruhan proses kebijakan publik yang diterapkan. Untuk mengetahui kebenaran, kekeliruan, dan kesalahan harus menggunakan standar-standar atau ukuran-ukuran yang andal dan rasional, sehingga hasil evaluasi proses kebijakan publik tersebut tidak mengandung keraguan dan dapat diterima semua pihak yang berkepentingan. Pandangan ini mengemukakan bahwa dalam kebijakan publik banyak hal yang perlu di evaluasi karena memang faktor-faktor di dalamnya yang sangat kompleks.
Secara umum Wiliam N. Dunn menggambarkan indikator dalam mengukur evalusi kebijakan publik sebagai berikut:
1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
2. Efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan mengunakan kemungkinan kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek- pendeknya, didalam keadaan yang nyata (sepanjang keadaan itu bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu.
3. Kecukupan adalah masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
4. Perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien,  dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.
5. Responsivitas perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.
6. Ketepatan adalah keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompo sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut.















2.3.2 Pola Kerangka PemikiranPeraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021 tentang perubahan kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DPMPTSP Kota Cirebon
input
Evaluasi Program Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon



Proses
Evaluasi Kebijakan Publik menurut William N. Dunn                  (2018:63):
1. Efektivitas 
2. Efisiensi
 3. Kecukupan
           4. Perataan
     5. Responsivitas
6. Ketepatan


FEEDBACK





OUTPUT
Evaluasi program sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis online belum optimal
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Evaluasi program sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis online berjalan optimal


Faktor penghambat dalam evaluasi program sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis online  di DPMPTSP.




Upaya untuk memenuhi proses Evaluasi Program Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Online di DPMPTSP.
Outcome
Kemudahan masyarakat dalam melakukan pengaduan di DPMPTSP 
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Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 


sebelumnya yang mungkin memiliki 


keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 


peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat 


memberi referensi dalam menuli ataupun mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut 


adalah penelitian yang m


enjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian
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1.


 


Evaluasi Program Pembelajaran Model Blended L


earning Pada Program Studi 


Pendidikan agama Islam di IAIN Parepare, penulis 


Padlia 


Mubakkirah, 


2021.


 


Penelitian ini berfokus pada 


evaluasi program


 


pembelajaran model blended learning


 


untuk meningkatkan kualitas pembelajaran


. Metode penelitian menggunakan metode 


kualitatif, sedangkan teori evaluasi yang digunakan


 


sebagai


 


‘pisau analisis’ adalah 


menurut Mehren dan Leman.


 


2.


 


Evaluasi Program Pengaduan 


Masyarakat Berbasis Elektronik Melalui Aplikasi 


SPAN (LAPOR) di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pulau Taliabu, 


penulis Moh. Asrul Salmin, 2022.


 


Penelitian ini berfokus pada evaluasi program 


pengaduan masyarakat berbasis 


elektronik dalam meningkatk


an kemudahan masyarakat dalam melakukan pengaduan 


di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pulau Taliabu. Metode penelitian 


menggunakan metode kualitatif, sedangkan teori evaluasi yang digunakan


 


sebagai


 


‘pisau analisis’ adalah menurut Nugroho.
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